DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Aminuddin, Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Grup,
2014.

Ateng Syafrudin, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan
Pemerintahan yang Layak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2004.

Bambang Prakosa Kesit. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : Ull Press.
2005.

Boediono. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Diadit Media. 2001.

Burton,Richard ,Wirawan B llyas. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
2001.

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, Penguatan Pengawasan DPRD
Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, Bandung: Cetakan Pertama,
Remaja Rosdakarya, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,

Devas, N, dkk. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Ul
Press. Salemba. 1988.

Erly Suandi, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Guritno Mangkoesoebroto. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE. 2001.

H.A.W.Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada. 2002.

Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993,

Inu Kencana Syafii, Pengantar llmu Pemerintahan. Bandung : Refika
Aditama, 2003.

Inu Kencana Syafiie, dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta

Jimly Asshiddigie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam
Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: Ul
Press, 1996,

85



Josef Riwu Kaho. Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.
Jakarta : PT. Grafindo Persada. 1997.

Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia:ldentifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada. 2005.

Juli Panglima Saragih dalam buku Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset, 2002,

Kusnardi dan Harmaily lbrahim. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta :
Sinar Bakti.1988.

M. Suparmoko. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.
Yogyakarta : Andi Yogyakarta. 2001.

Manan Bagir, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung:
Alumni, 1997,

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Jakarta, andi yogyakarta, 2011.

Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta:
Rajagrafindo Persada , 2010,

Misdyanti dan Kartasapoetra, Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan
Peraturan Daerah, Bumi Aksara, 1993,

Muhammad Jafar Saidi. Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada. 2011

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Bandung : Reflika Aditama,
2011.

Nur Diantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi & Manajemen, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999,

Ridawan HR. Hukum Administrasi Negara.Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Rohmat Soemitro dan Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan,
Bandung: Refika Aditama, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.

S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta: FH UlI Press, 2012,

Saragih, Juli Panglima. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam
Otonomi. Jakarta : Penerbit Ghalia. 2002.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di
Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011,

86



Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di
Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2012,

Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Ul Press. 1986.
Suandy, Erly. Hukum Pajak. Selemba Empat. 2011.
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2013,

Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar
Grafika, 2014,

Sunarto. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : Citra Pustaka. 2005

Suteki dan Galang Taufani, Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori,
dan Praktik), Depok: RajaGravindo Persada, 2018,

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

Utrecht. Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta : Ictiar. 1959
Yasin Sulchan. Kamus Bahasa Indonesia. Amanah: Surabaya. 1995.
Yuswanto. Hukum Keuangan Negara. Lampung : Justice Publisher. 2014

Peraturan Perundang-undangan

o Undang — Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratutan
Perundang-undangan

o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

o Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

87



e  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah

e  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

o Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan
Pemerintah Daerah

e  Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah

Jurnal

Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi
Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,
Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996,

Nugraha, Satria Adi. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang
pada Tahun 2001-2002). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan
Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1994, him.

S. Pamudji. Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah
Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara. Jakarta: Institut Ilmu
Pemerintahan. 1980.

Septyaningrum dkk. Analisis Keuangan Daerah Terhadap Otonomi Daerah
(Studi Kasus Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016). Universitas Islam
Malang. 2016.

88



89



	DAFTAR PUSTAKA

